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PUTUSAN
Nomor 7541/Pdt.G/2021/PA.Cbn
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah
menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara:

----------------- , agama Islam, umur 22 tahun, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu
Rumahtangga, bertempat tinggal di = -----------ememmeee- ,
Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Untuk

selanjutnya di sebut Penggugat;
melawan

-------------------- , agama lIslam, umur 24, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, bertempat tinggal di ------------------ , Kecamatan
Pardasuka, Kabupaten Pringsewu, Lampung. Selanjutnya

disebut Tergugat ;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;
DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 20 Desember 2021
telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan
Agama Cibinong, dengan Nomor 7541/Pdt.G/2021/PA.Cbn, tanggal 20
Desember 2021, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang pernikahannya
dilaksanakan pada tangggal 18 September 2018, berdasarkan kutipan akta
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nikah nomor : 1000/128/1X/2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan
Agama (KUA) Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor.
2. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
tinggal bersama di Kp. Caringin Jangkung Rt. 001 Rw. 009 Desa Ciampea
Udik, Kecamatan Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat,
3. Bahwa selama berumah tangga antara Penggugat dan Tergugat
telah dikaruniai 1 orang anak yang bernama : ---------------- , laki-laki, 2 tahun
lebih.
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat rukun
dan harmonis akan tetapi sejak awal Tahun 2020 sering terjadi perselisihan
dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan :
a. Masalah Ekonomi.
b. Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak pernah
memberikan Nafkah lahir dan bathin.
c. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi
dalam rumah tangga.
5. Bahwa, puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat
dan Tergugat terjadi pada bulan Oktober Tahun 2020 dimana antara
Pengugat dan Tegugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang.
6. Bahwa Penggugat sudah berusaha mempertahankan rumah tangga
dengan cara bersabar akantetapi tidak bisa.
7. Bahwa keluarga Penggugat telah berupaya mendamaikan
Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun dalam membina rumah
tangga, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
8. Bahwa dengan beberapa kejadian tersebut di atas, rumah tangga
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik lagi,
sehingga rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmabh, tidak
tercapai. Penggugat sudah tidak mungkin lagi untuk meneruskan rumah
tangga dengan Tergugat serta tidak ada jalan terbaik kecuali perceraian.
Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka mohon dengan hormat
kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong cg. Majelis Hakim yang
mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :
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1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra Terggugat (------------------ )
terhadap Penggugat (--------------------- );

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap kepersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke
muka sidang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai
wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang
relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata

bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk
tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa maksud dan isi gugatan Penggugat tetap dipertahankan oleh
Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah

mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

Bukti P Fotokopi sah bermaterai Duplikat Kutipan Akta Nikah No.
1000/128/1X/2018 yang dikeluarkan Pejabat Kantor Urusan Agama
(KUA) Kecamatan Ciampea Kabupaten Bogor., tertanggal 18
September 2018.

B. Saksi:

1. , dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah paman Penggugat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September 2018;
- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2020 hubungan
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;
- Bahwa yang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan
Penggugat, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga,
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Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan
Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober
Tahun 2020, sampai saat ini;

2. i, dibawah sumpahnya saksi tersebut memberikan

keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat Penggugat;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada 18 September
2018;

- Bahwa yang saksi ketahui sejak awal Tahun 2020 hubungan
Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis;

- Bahwa vyang saksi ketahui dan berdasarkan pengaduan
Penggugat, penyebabnya karena masalah ekonomi rumah tangga,
Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan
Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;

- Bahwa Saksi telah berusaha menasehati Penggugat, namun tidak
berhasil;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Oktober

Tahun 2020, sampai saat ini;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang

termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah
sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati
Penggugat agar kembali rukun untuk membina rumah tangga bersama dengan
Tergugat, namun tidak berhasil, sehingga kehendak ketentuan Pasal 69
Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan
Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang Undang Nomor 50 Tahun
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2009, jo Pasal 31 Peraturan Pemerintah Tahun 1975, jo. Pasal 143 KHI telah
terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Penggugat mohon diceraikan dari Tergugat karena

rumah tangganya sudah goyah tidak dapat dipertahankan lagi. Permasalahan
rumah tangga muncul sejak awal Tahun 2020, atau sejak Penggugat dan
Tergugat sering berselisih dan bertengkar karena masalah ekonomi rumah
tangga, Tergugat sudah tidak bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan
Nafkah lahir dan bathin kepada Penggugat;
Bahwa. Penggugat telah berusaha untuk bersabar namun keadaan tersebut
tidak ada perubahan kearah yang lebih baik, hingga akhirnya pada Oktober
Tahun 2020 Penggugat dan Tergugat berpisah, dan tidak bersatu kembali
sampai saat ini;

Menimbang, bahwa atas dasar gugatan tersebut Tergugat dipanggil
untuk  menghadap kepersidangan namun tidak hadir dan tidak ternyata
ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah menurut
hukum, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat
dapat diperiksa dengan tanpa kehadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Majelis
Hakim berpendapat Tergugat telah melepaskan hak jawabnya dan berarti pula
mengakui kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat. Oleh karenanya maka
berdasarkan Pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat diterima tanpa hadirnya
Tergugat (verstek) ;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya, dan untuk
menguatkan dalil gugatannya, telah mengajukan Bukti P. serta dua orang
saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa photo copy Akta Nikah,
membuktikan bahwa antara Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan
yang sah, dan sampai saat diajukan gugatannya ini, keduanya belum pernah
bercerai;

Menimbang, dengan telah dihadirkannya saksi-saksi Penggugat, Majelis
Hakim memandang dalam pemeriksaan perkara ini telah memenuhi maksud
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Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 76
Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi telah menerangkan keterangan
sebagaimana tersebut dalam duduknya perkara, dari keterangan saksi-saksi
tersebut diperoleh keterangan yang saling bersesuaian bahwa hubungan
antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering berselisih dan
bertengkar karena masalah ekonomi rumah tangga, Tergugat sudah tidak
bertanggung jawab dan tidak pernah memberikan Nafkah lahir dan bathin
kepada Penggugat; dan karena hal tersebut pada Oktober Tahun 2020,
Penggugat dan Tergugat lalu berpisah dan tidak bersatu kembali sampai saat
ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang
terungkap sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa
hubungan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis dan bahkan
keduanya telah berpisah, sehingga dengan demikian sulit untuk mewujudkan
tujuan perkawinan sebagaimana maksud dari Al Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21
dan Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi
Hukum Islam (INPRES Nomor 1 Tahun 1991) ;

Menimbang, bahwa dalam kondisi tidak harmonis tersebut Majelis Hakim
berpendapat ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah goyah
yang disebabkan oleh hal-hal sebagaimana tersebut di atas, sehingga antara
Penggugat dan Tergugat tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali untuk
membina rumah tangga bersama, sehingga gugatan Penggugat telah
memenuhi maksud Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 beserta
penjelasannya dan Pasal 19 Huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
1975 Jo. Pasal 116 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian gugatan
Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat cukup beralasan dan tidak
melawan hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perceraian yang terjadi antara
Penggugat dan Tergugat dikeranakan adanya perselisihan dan pertengkaran
terus menerus, sehingga tidak mungkin untuk dapat dirukunkan kembali, maka
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Majelis Hakim menjatuhkan perceraian yang terjadi dalam perkara ini dengan
jatuhnya talak satu ba’in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, maka semua biaya perkara ini harus dibebankan kepada Pengugat ;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku
dan berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI
1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi
dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (-------------- )
terhadap Penggugat (------------------- );
4, Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya

perkara sejumlah Rp. 380.000,- ( tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Musyawarah Majelis Hakim
yang dilangsungkan pada hari Senin, tanggal 03 Januari 2022 Masehi,
bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awwal 1443 Hijriyah, oleh Dra. Hj. Budi
Purwantini, M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra.
Hj. Eni Zulaini, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Bahrun
Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti. Putusan tersebut pada hari itu
juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dihadiri
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,
Hakim Anggota,

Dra. Hj. Budi Purwantini, M.H.

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Hakim Anggota,
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Panitera Pengganti,
Dra. Hj. Eni Zulaini

Bahrun Kustiawan, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

R
1. Biaya Pendftaran P 30.000
| Rp
2. Biaya Proses 60.000
3. Panggilan Penggugat Rp. O
4  Panggilan Tergugat Rp. 250.000
3.  PNBP Panggilan Rp. 20.000,-
4. Redaksi Rp. 10.000
5. Meterei Rp. 10.000
380.000 (tiga ratus delapan
Jumlah Rp. ) )
puluh ribu rupiah);
Cat.

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap sejak tanggal .........cccccoeciiveeennnnnen.
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